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Merampas Laut ala Ekspor Pasir

ebijakan pe-
merintah me-
nerbitkan Per-
aturan Menteri
Perdagangan
(Permendag)
No. 21/2024 yang membuka
kembali keran ekspor pa-
sir laut menimbulkan
tanda tanya besar, padahal
pemerintah telah menghen-
tikannya sejak 20 tahun
silam,
Tahun 2023, pemerin-
tah menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP} No. 23/2023
tentang pengelolaan hasil
sedimentasi di laut bersa-
ma aturan teknisnya yaitu
Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan (Permen KP)
No. 33/2023. Semenjak saat
itu, muncul pelemik di ruang
publik, Pemerintah berda-
lih bahwa kedua aturan ind
untuk mengelola sedimentasi
hasil laut, Namun, dalam
PP maupun Permen KP-nya
secara teranng benderan
menyebutkan soal pasir ?.ml.
Artinya, frasa sedimentasi
hasil laut hanyalah kamu-
flase. Terbukti, Kini peme-
rintah akhirnya memboleh-
kan ekspor pasir laut lewat
Permendag No. 21/2024,
Kebijakan ekspor pasir
laut melahirkan dua model
perampasan laut (ocean
grabbing) vaitu perampasan
ruang laut (space ocean grab-
hing) dan perampasan sum-
ber dayanva (resources grab-
bing) khususya pasir laut dan
ikanova (Bennet et al 2015),
Pasir laut bakal dikuras
dan diekspor ke negara tu-
juan utamanya yaitu Singa-
pura, Negara ini membu-
tulikan pasokan pasir laut
Indonesia untuk memperluas
negaranya dan memba-
ngun infrastruktur raksasa
Pelabuhan Tuas. Kebijakan
ini bakal berdampak kom-
pleks karena menambang
pasir laut, Secara oseanografi
aktivitas ini bakal mengubah
pola arus, gelombang, dan
perubahan morfologi dasar
laut (Sofiani dkk 2012).

Imbasnya, sumber dayva
perikanan akan bermigrasi
hingga mali secara alami
akibat kerusakan habitat
dan ekosistem penopangnya,
Proses semacam ini dikenal
sebagai fish grabbing teruta-
ma jenis ikan demersal dan
ikan karang vang bernilai
ekonomis penting (Stabler et
al 2022), Mengapa? Nelayan
vang hidupnya bergantung
pada sumber daya perikanan
bakal gigit jari karena fisfing
ground, spawning ground,
dan nursery ground-nya
hilang hingga ikannya mati
secara alamiah.

Nelayan nantinya melaut
makin jauh dan membu-
tultkan biaya operasional
(bahan bakar] vang tinggi.
Dampak lanjutannya, stok
sumber daya ikan di perairan
vang pasirnya dikuras bakal
anjlok.

Fakta empiris, perairan
kepulauan Riau vang dahu-
lu pasirnya ditambang dan
dijual ke Singapura, hingga
kini stok sumber daya ikan
dan ekosistemnya belum
pulih sepenuhnya (Yulianti
dkk 2024), Nelayan kepulau-
an Riau tetap saja kesulitan
menangkap ikan akibat habi-
tat dan ruang lautnya terde-
gradasi.

Berlakunya Permendag No,
21/2024 bakal memasifkan
perampasan laut sekaligus
ekstraktivisme di perairan
Indonesia.

Jika dicermati secara eko-
nomi politik, Permendag
No. 21/2024 sejatinya meru-
pakan bagian integral dari
kebijakan ekonomi biru
[blue economy) yang diga-
ungkan pemerintah saat ini.
Pasalnya, kebijakan ini tidak
terpisahkan dari regulasi
payungnya vaitu UU No.
6/2023 tentang Cipta Kerja
dan turunannya vaitu PP No,
2372023 dan Permen KP No,
33/2023, Artinya, kebijakan
ini bukan mewujudkan tata
kelola kelautan dan sum-
ber dayanya secara adil dan
berkelanjutan. Melainkan,
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melegalkan perampasan biru
(blue grabhing) vang beru-
jung pada ketidakadilan biru
(blue infustice), ketidakadilan
sosial ekonomi dan ketidak-
berlanjutan {unsustainabi-
lity).

Mirisnya, negara bertindak
sebagai pelaku utama dalam
perampasan ruang dan sum-
berdayva kelautan, Korbannya,
adalal masvarakat pesisir
(nelayvan tradigional, masya-
rakat adat) akibat kehilangan
akses terhadap sumber daya
dan degradasi ekosistem.
Imbasnya mereka kehilangan
sumber mata pencaharian,
Bukankah situasi ini bakal
memperparah kemiskinan
ekstrem masyarakat pesisir
sekaligus krisis ekologi di
wilayahnya?

CABUT KEBIJAKAN
Kebijakan Permendag No.
21/2024 bukan solusi menge-
lola dan mengatasi sedimen-

tasi laut. Pasalnvya, secara
oseanografi sedimentasi laut
ada yvang bersifat alamiah
akibat bencana alam, misal-
nya letusan gurung berapi
yvang mengalirkan laharnya
lewat daerah aliran sungai
(DAS) yvang bermuara ke
laut, Sedimentasi juga terjadi
diakibat tindakan eksploitasi
dan ekstraktivisme manusia

(antroposentrisme) di dae-
rali hulu sungai dan pesisir
vang masuk ke perairan laut,
Penyvebabnya vaitu aktivitas
pertambangan mineral, per-
kebunan skala besar hingga
limbah buangan rumal tang-
ga di perkotaan pesisir.

Menvelesaikan sedimen-
tasi laut tidak cukup hanya
mengeruk sedimennya di
pesisir dan laut. Melainkan,
menghentikan aktivitas di
daerah hulunyva vang memi-
cu sedimentasi. Jika dicer-
mati sedimentasi berbentuk
pasir laut tak selamanya
bersumber dari daratan yang
mengalir lewat hulu sungai.
la tergolong jenis pasir yang
ditemukan di pantai mau-
pun wilayah pesisir, Proses
pembentukannya berlang-
sung secara alamiah lewat
erosi dan pengikisan batuan
oleh air laut, Makanya, ia
memiliki karakteristik ber-
beda dibandingkan dengan
pasir biasa yvakni butiran-
nva lebih halus dan tajam,
Mungkinkah Singapura mau
membeli sedimen berbentuk
lumpur untuk mereklamasi
daratan dan pelabuhannyva?
Pastinva mustahil,

Singapura hanya mau
mengimpor pasir laut berku-
alitas terbaik vang bersumber
dari dasar laut hingga pulau
kecil. Konsklusinya, jika
negara ini hendak mengelola
sumber daya alam lautnya
secara adil dan berkelanjut-
an buat menyejahierakan
rakvatnya, maka kebijakan
Permendag No. 21,2024,
beserta PP No. 23/2023 hing-
ga Permen KP No 33/2023
mesti dicabut.
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